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Penuntutan Perkara Pidana
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Aturan Penghindaran Penanganan Perkara
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Demi menjaga netralitas penanganan kasus di pengadilan, aparat
pengadilan berdasarkan ketentuan hukum ROC harus ada peraturan
“Penghindaran”, berikut ini: (1) Larangan mutlak, yakni jika hakim dan aparat
pengadilan memiliki hubungan khusus dengan kasus atau pihak yang
berperkara, harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan
tugasnya; (2) Pihak yang berperkara mengajukan Penghindaran, yakni pihak
perkara mengetahui aparat terkait harus menghindari secara otomatis tetapi
tidak menghindari, atau memiliki bukti, bahwa mereka mungkin berat sebelah,
boleh mengajukan pernyataan tertulis pada pengadilan untuk permohonan
Penghindaran.
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Di samping itu, jika penerjemah ada alasan sesuai dengan hukum
mengenai Penghindaran hendaknya menolak menangani kasus itu, maka tidak
boleh menjalankan tugasnya; apalagi jika penerjemah memiliki konflik
kepentingan atau mempengaruhi kebenaran dan netralitasnya dalam
penanganan kasus itu, maka penerjemah harus secara aktivasi sendiri
melaporkan pada pihak pengadilan.
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Untuk melindungi hak Anda, jika ditemukan hakim atau penerjemah
memenuhi seperti kriteria di atas, maka Anda dapat segera melaporkan ke
pihak pengadilan.
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Berikut ini adalah Hukum Penuntutan Perkara Pidana :
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Pasal 17

Hakim harus menghindari secara otomatis, tidak boleh menjalankan tugasnya
apabila ada salah satu situasi di bawah ini:
1. Hakim sebagai pihak korban.
2.Hakim dalam masa sekarang atau pernah dengan terdakwa atau pasangan
korban, memiliki hubungan pertalian darah dalam derajat kedelapan,
hubungan semenda dalam derajat kelima atau orang tua asuh, hubungan
kekeluargaan.
3. Hakim dengan terdakwa atau korban memiliki ikatan pernikahan.
4.Hakim dalam masa sekarang atau pernah menjadi wali sah pihak
terdakwa atau pihak korban.
5.Hakim pernah menjadi wali terdakwa, pengacara, pendamping atau
penuntut perkara, dalam menangani proses perdata sebagai wali pihak
yang berperkara, pendamping.
6. Hakim pernah menjadi penuntut, pelapor, saksi atau ahli penilai.
7. Hakim pernah memiliki tugas sebagai jaksa atau pihak kepolisian.
8. Hakim pernah berpartisipasi dan pemutusan dalam pra-sidang.
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Pasal 18
Apabila pihak yang berperkara dalam salah satu kasus yang di bawah ini, dapat
memohon hakim untuk Penghindaran:
1.Hakim terlibat dalam situasi pasal sebelumnya namun tidak menghindari
secara otomatis.
2.Hakim yang memiliki situasi lain selain yang disebutkan di ayat 1,
memastikan saat menjalankan tugasnya akan berat sebelah.



